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Abstract

The study aims to analyze the causes of the emergence of the equation of certificate numbers on different soil objects and to know the legal protection efforts against the certificate holder with the same number on different land objects at the National Land Office of Sukoharjo Regency.
Research method with empirical juridical approach. Data collection techniques with interviews and literature studies are books or documents related to the problem under study.
The results of the issuance of land title rights certificate due to the writing of the same certificate number in the Land Office of Sukoharjo Regency has been in accordance with the prevailing laws and regulations, namely Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions on Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Issuance of land certificate by the Land Office (BPN) is a legal act in the field of state administration. Legal protection of the substitute certificate holder due to the writing of the same certificate number in the Land Office of Sukoharjo Regency which has been issued is the same as the legal protection against the holder of the land title certificate in general. Basically a land certificate is a powerful evidence, which provides legal certainty and protection for its owner. Because after the issuance of the certificate of replacement because of writing the same certificate rights number, then the cancellation of the certificate that is due to write the same certificate rights number with one of them crossed out and replace it with a new number.
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Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisa penyebab munculnya persamaan nomor sertipikat pada obyek tanah yang berbeda  dan mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat dengan nomor yang sama pada obyek tanah yang berbeda pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo.
Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan yaitu buku atau dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
Hasil penelitianpenerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah. Penerbitan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan (BPN) adalah perbuatan hukum di bidang tata usaha negara. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti karena karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang telah diterbitkan sama dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah pada umumnya. Pada dasarnya sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Karena setelah terbitnya sertifikat pengganti karena karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama, maka dilakukan pembatalan terhadap sertifikat yang karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama dengan salah satunya mencoret dan menggantinya dengan nomor yang baru.

Kata Kunci 	: 	Perlindungan Hukum, Persamaan Nomor Hak Sertifikat 

A. Pendahuluan
Kemunculan sertipikat palsu dan lain-lain pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah, sedikit banyak terkait dengan kinerja birokrasi yang menyelenggarakan pendaftaran tanah dan dipertanyakannya penggunaan prinsip kehati-hatian dari penerbit sertipikat, apalagi dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pemilikan sertipikat dengan kurun waktu 5 tahun setelah terbitnya sertipikat, maka pihak-yang memiliki tanah kehilangan hak untuk mengajukan keberatan/gugatan atas penerbitan sertipikat atau dengankata lain pemilik yang sebenarnya dapat kehilangan hak atas tanahnya.
Kepastian hukum dan perlindungan hukum ini sangat erat kaitannya dengan kedudukan sertipikat sebagai bukti hak atas tanah yang merupakan alat bukti yang menerangkan subyek dan obyek hak atas bidang tanah dan dapat dipergunakan untuk mempertahankan klaim dari fihak ketiga. Mengenai kekuatan pembuktian sertipikat secara tegas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 32 menyatakan bahwa : sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surut ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Kepemilikan sertipikat bagi seseorang yang memiliki bidang tanah sangatlah penting. Sertipikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi bukti kepemilikan yang sah dalam setiap sengketa tanah atau segala permasalahan menyangkut kepemilikan tanah. Salah satu kasus mengenai adanya sertipikat ganda dengan nomor yang sama di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, seperti dalam sertifikat hak milik tanah atas nama Sutarjo dan Ny. Sumarni, dimana dua sertifikat tersebut memiliki nomor hak kepemilikan yang sama, yaitu Hak Milik nomor : 932/Tawang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Adanya nomor sertifikat kepemilikan yang sama tersebut dimungkinkan adanya kesalahan administrasi atau human error saat penulisan nomor sertifikat tersebut. Adanya sertifikat dengan nomor sama untuk lokasi dan obyek tanah yang berbeda tersebut secara tidak langsung akan merugikan bagi si pemilik sertifikat itu sendiri namun juga dapat memberikan efek yang kurang baik terkait adanya layanan penerbitan sertifikat di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Upaya atau tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan sertifikat kepemilikan hak tanah dengan nomor yang sama tersebut, Badan Pertanahan Nasional membuat buku tanah yang baru dengan nomor hak kepemilikan tanah yang baru untuk penerbitan nomor sertifikat dengan tahun yang lebih muda. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang ingin penulis kemukakan yaitu mengapa muncul persamaan nomor sertipikat pada obyek tanah yang berbeda pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikatdengan nomor yang sama pada obyek tanah yang berbeda pada Kantor PertanahanNasional Kabupaten Sukoharjo?

B. Metode Penelitian
Lokasi penelitian adalah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo.Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder pada awalnya untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Adapun sifat penelitian  adalah deskriptif dengan pendekatan adalah kualitatif (Lexy, 2006:6).
Penelitian ini menggunakan jenis data Primer primer, yaitu pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan sejumlah data atau keterangan. Penulis memperoleh data primer dari pihak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo dan data data sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode interview (wawancara) dan studi pustaka. Untuk memperoleh derajat validitas tinggi, dilakukan dengan teknik triangulasi, recheck dan peerdebriefing dengan analisis data adalah kualitatif. model analisis interaktif yaitu model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap / komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan / verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan lainnya secara otomatis.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Munculnya persamaan nomor hak sertipikat pada obyek tanah yang berbeda pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
Adanya nomor hak sertipikat yang sama dengan objek yang berbeda tidak menjadi persoalan, karena masing-masing pemegang hak sertipikat tersebut tidak mengetahui adanya persamaan nomor hak sertipikatnya. Permasalahan hukum akan muncul apabila sertipikat tersebut kedua-duanya digunakan sebagai jaminan atau agunan di bank. Dengan kondisi tersebut, pihak bank akan menolak salah satu sertipikat tersebut karena adanya nomor yang sama. Kemunculan nomor hak sertipikat yang sama tersebut, dimungkinkan karena tidak atau kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian pada dasarnya harus dilaksanakan oleh setiap Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat tanah, karena sebelum sertipikat tanah diterbitkan harus didaftarkan dulu hak atas tanah tersebut. Melalui pendaftaran tanah, maka dilakukan prosedur penerbitan sertipikat. 
MenurutDwi Purnomo, prosedurpenerbitansertipikatpengganti karena adanya nomor hak sertipikat yang sama yangadadiKantorPertanahanKabupaten Sukoharjosecara khususmengacuPasal59PeraturanPemerintahNomor24Tahun1997 tentangPendaftaranTanah.KetentuanPasal59PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun1997tentang Pendaftaran Tanah, permohonan sertipikat pengganti hanyadapat diajukan olehpihakyang namanya tercantum dalam bukutanahyangbersangkutan.Permohonanpenggantiansertipikatyang mempunyai nomor hak sertipikat yang sama harusdisertai pernyataandibawahsumpahdariyang bersangkutan di hadapanKepala KantorPertanahanataupejabatyangditunjukmengenai adanya nomor hak sertipikat yang sama terhadap sertipikatyang bersangkutan.Penerbitansertipikatpengganti sebagaimana dimaksudharus didahului denganpengumuman 1 (satu) kali dalamsalahsatumediasuratkabarhariansetempat atasbiayapemohon. Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumumanyanglaindaripadayangditentukantersebut. Jikadalam jangka waktu30(tigapuluh)haridihitung sejak pengumuman,apabilatidak adayang mengajukan keberatanmengenaiakanditerbitkannyasertipikat penggantitersebutatauadayangmengajukankeberatanakantetapimenurut pertimbangan KepalaKantor Pertanahan keberatan tersebut tidakberalasan tetap diterbitkannya sertipikat baru. Apabilaadayang keberatanyang diajukandianggapberalasanolehKepala KantorPertanahan,maka Kantor Pertanahan KabupatenSukoharjo akan menolak menerbitkan sertipikat pengganti. Mengenai dilakukannyapengumuman dan penerbitan serta penolakanpenebitansertipikatbaruolehKepalaKantorPertanahan membuat berita acara. Sertipikat pengganti diserahkan kepada pihakyang memohonditerbitkannyasertipikattersebutatauoranglainyangdiberi kuasa untuk menerimanya.
Perihal penerbitan sertipikat pengganti olehKantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, prosedur permohonanpenerbitansertipikatpengganti karenaadanya nomor hak sertipikat yang samadiKantorPertanahanKabupatenSukoharjopenulis melakukanpenelitianbahwapermohonanpenerbitansertipikatpengganti hakatastanahkarenahilanhyang dilakukanolehKantorPertanahan Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku danaturanhukumyang ditetapkanolehBadanPertanahan Nasional.Prosedurpermohonanpenerbitansertipikatpenggantikarena adanya nomor hak sertipikat yang sama dilakukan secarabertahap, dandilakukanpenyelidikanyang benar terhadapdatatanahyang bersangkutan. Hal ini dilakukangunamenghindari adanyapermsalahandikemudianhari.Dengandemikianpemegang hakatas tanahtelahmendapatkankepastianhukum atashakatastanahtersebut. Sebagaimanadiketahuibahwa sertipikatmerupakanbuktikepemilikan hak atastanahyang memuatdatayuridissuatubidang tanah. Namun,perihal permohonandaripenerbitansertipikatpenggantijugaterkadang tidaksesuai denganharapanartinyacepatbagipemegang hakatastanahuntuk mendapatkansertipikatsebagaibukti kepemilikanhakatastanahatau tingginyabiayapermohonan penerbitan sertipikat pengganti. Hal ini tidak sepenuhnya berdasarkankesalahandari KantorPertanahanakantetapijuga dikarenakan pemohonpenerbitansertipikat penggantiyang sulituntuk dikonfirmasimisalnyamengenaikelengkapandatamaupunpermintaan informasi mengenai permohonan tersebut.
1. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat dengan nomor hak sertipikat yang sama pada obyek tanah yang berbeda pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
Teori perlindungan hukum menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatua Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alineamenyebutkan bahwa “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa “yang menjadi permasalahan tanah saat ini justru bukan lagi masalah bagaimana si miskin memperoleh tanah, namun yang menjadi masalah ialah bagaimana si pemilik tanah dapat mempertahankan hak miliknya (hak atas tanah tersebut)”, pada saat ini persoalan tanah telah berubah sifatnya, yang terlibat dalam persoalan tanah bukan lagi pemilik tanah desa melawan buruh tani, tetapi antara pemilik modal besar melawan pemilik tanah setempat, baik yang ada di desa maupun di kota, danantara pemerintah dan pemilik tanah di desa dan di kota”.
Bentuk upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh BPN Kabupaten Sukoharjo, terkait munculnya permasalahan sertipikat ganda nomor hak sertipikat yang sama dengan lokasi yang berbeda, dilaksanakan dengan cara mencoret dan mengganti nomor sertipikat dengan nomor sertipikat yang baru. Pengeluaran sertipikat dengan nomor baru ini, menandakan telah ada pendaftaran tanah baru yang dilakukan. 
BerdasarkanPasal32ayat(1)PeraturanPemerintahnNomor24 Tahun1997,Sertipikatmerupakansurattandabuktihakyang berlakusebagai alatpembuktianyang kuatmengenaidatafisikdandatayuridisyang termuat didalamnya,sepanjang datafisikdandatayuridistersebutsesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanahyangbersangkutan.Apabilapemegang hakatastanahatauorangyang namanyatercantum dalam sertipikat digugatatas kepemilikan tanahnya oleh pihak lain, namun sertipikathakatastanahnyamempunyai nomor hak sertipikat yang sama, tetapmendapatkanperlindunganhukum sebagaimanadengan ketentuanPasal19ayat(2)Undang-Undang Pokok Agraria,Sertipikatberfungsisebagaisurattandabuktihakatastanahyang berlaku sebagai alat pembuktianyangkuat.
Berdasarkanpasal-pasaldariUndang-undangNomor5Tahun1960 TentangDasarPokok-pokokAgrariadanPeraturanPemerintahNomor24 Tahun1997Tentang PendaftaranTanahtersebut,bagipemegang sertipikat hak atastanahmaupun pemegang sertipikatpengganti hak atas tanah mempunyaiperlindunganataupunkepastianhukumyang tetap,karena didalampemilikansuatu hakatastanahakanadasuatusurat-suratbuktihak yaitu berupa sertipikat, begitujuga dengan pemegang sertipikat penggantihak atas tanah.
Perlindunganhukum terhadap pemegang sertipikat hakatastanahdan pemegang sertipikatpenggantihakatastanahdiwilayahhukumKantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, telah sesuai dengan perundang-undangan yanag berlakudiIndonesia.TujuanpendaftarantanaholehKantorPertanahan KabupatenSukoharjountukmenjaminkepastianhukumbagipemeganghak atastanah,yangakanmenerimasertipikathakatastanahsebagaibukti kepemilikan hak.Sertipikathakatastanahmerupakanalatpembukitanyang kuat. Kekuatanpembuktiansertipikathakatas tanah dapatketahuidalamPasal32 ayat(2)PeraturanPemerintahNomor24 Tahun1997tentang Pendaftaran Tanah,
Dalamhalatassuatubidangtanahsudahditerbitkansecara sahatas nama orang ataubadanhukumyang memperolehtanahtersebutdenganitikad baikdansecara nyatamenguasainya,makapihaklainyangmerasa mempunyaihakatastanahitutidak dapatlagimenuntutpelaksanaanhak tersebutapabiladalamwaktu5(lima)tahunsejakditerbitkannya sertipikatitutidakmengajukankeberatansecaratertuliskepada pemegang sertipikatdanKepalaKantorPertanahanyang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Sertipikatsebagaialatbuktiyang kuatkarenasertipikatyang diperoleh seseorang secarasahselamadalamkurunwaktu5(lima)tahunsejak diterbitkansertipikatitu diperolehdenganitikadbaik,dikuasaisecaranyata, dan tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepadapemegang sertipikat danKepalaKantorPertanahanyang bersangkutan,ataupuntidakmengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut,makapemiliksertipikatakanmendapatkanperlindunganhukum oleh pemerintah.
Jaminankepastianhukumbagipemeganghakatastanahyangdianut diIndonesiamasihmempertimbangkanadanyaketentuanbahwa pemegang hak masih dapatmempertahankan haknyaatasgugatan dari pihaklain apabila gugatantersebuttidakterbukti,danbegitu juga sebaliknyabagipihakyang menggugat pun bisa mempunyai hak atas tanahtersebut asalkangugatannya beralasandanpihakpengadilanmemutuskanbahwa tanahtersebutterbukti milik Penggugat(Soehadi, 1997:27).Jadidalamhaliniketerangandalamsertipikatitubenarmerupakan buktiyangkuat,tapibukanmerupakanbuktiyangmutlak.Sehinggamasih dapat disangkal kebenarannya.
Bilapemegang hak/orangyang namanyatercantumdalamsertipikat digugatatas kepemilikan tanahnyaoleh pihak lain, namun sertipikathak atas tanahnyamempunyai nomor hak sertipikat yang sama,tetapmendapatkanperlindunganhukumsebagaimana denganketentuanPasal 19ayat(2)Undang-undang Pokok AgrariaSertipikat berfungsi sebagai:
“Surattandabuktihakatastanahyang berlakusebagaialatpembuktian yangkuat.Sertipikatsebagaisurat bukti tandahak, diterbitkan untuk kepentinganpemegang hakyang bersangkutan,sesuaidengandatafisik yangadadalamsurat ukurdan datayuridisyang telahdidaftar dalam buku.”
Halinidikarenakansertipikathak atastanahmerupakansalinandari bukutanahyang masihtersimpanpadaKantorPertanahanKabupaten Sukoharjodimanasertipikattersebutterbit.Jadibilapemegang hakatas sertipikat dengan nomor hak sertipikatnya yang sama maka sertipikatnya dapat meminta bukti dan keterangan dari KantorPertanahanKabupatenSukoharjodimanasertipikattersebut diterbitkan.Apabilasertipikatsuatubidang tanahtelahdinyatakanmempunyai nomor hak sertipikat yang sama oleh pemiliknya, dan telahdimohonkan sertipikatpenggantinya, tidak tertutup kemungkinanbahwasertipikatyang mempunyai nomor hak sertipikat tersebutdapatditemukankembali. Olehkarenaitu,dilakukanpembatalanatassertipikatpertamayang dinyatakannomor hak sertipikat yang sama.Haltersebut dilakukan untukmenjagakemungkinan disalahgunakannyasertipikattanahterdahuluolehpihaktertentuyang dapat merugikan pemeganghak. Ketentuantersebut diatur dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah No 24 tahun1997 tentangPendaftaranTanahyangberbunyi:“Dalamhalpenggantiansertipikatkarena rusakataupembaharuan blanko sertipikat, sertipikatyanglama ditahan dandimusnahkan.”
Ketentuantersebutmemang tidakadakatayang secararinci menjelaskansertipikatyang mempunyai nomor hak sertipikat yang sama untuk dicoret salah satunya diganti dengan nomor yang baru,tetapidapatdimaknai bahwa bilasertipikattelahditerbitkanpenggantinya,maka sertipikatyang sebelumnyaadalahsertipikatlama. Jadisertipikatyangdinyatakannomor hak sertipikat yang samaoleh pemeganghak dilakukanpembatalan atassertipikatyanglamatersebut.Selainituterlihatdariakadsumpahyang diucapkanpemohondidepan kepalaKantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjopada saat proses permohonan penerbitan sertipikat penggantiyangberbunyi:“Bahwaapabilasertipikatyang mempunyai nomor hak sertipikat yang sama tersebuttelahdiketemukan, pemohon akan mengembalikankepadaKantor Pertanahanyang menerbitkan sertipikat itu.”
Haltersebutdimaksudkanuntukmencegahadanya sertipikatgandaatas suatubidang tanahyangbisasajadisalahgunakanolehpihaktertentuyang tidak bertanggungjawab.Bila telah terjadipermasalahan dalam penerbitansertipikat pengganti karenamempunyai nomor hak yang sama,pihakyang merasadirugikandapatmelakukan pengaduan kepada Kantor Pertanahan.Pengaduan kasuspertanahanharusdisampaikan kepadaKepalaBPNRI,KepalaKantor wilayahdanatauKepalaKantor. Pengaduaninidapatdiajukansecara lisanatautulisdandapatdisampaikan secara langsungkeKantor Pertanahan.
Kekuatanpembuktiandarisuatusertipikathakatastanahyang dimilikipemeganghakpadadasarnyadijaminolehUndang-Undang karena tertulissecarajelasmengenaijenishak,keteranganfisikmengenaitanah, bebandiatastanahtersebutdanperistiwahukumyangberkaitan dengantanah tertentuyangdibuatolehpejabatberwenangyaituKantorPertanahanmaka data-data tersebut dianggap benar.Meskipunfungsiutamasertipikathak atas tanah adalah sebagai alat bukti,akansertipikatbukanlahmerupakansatu-satunyaalatbukti kepemilikanhakatastanah.Padadasarnyakekuatanpembuktianhak sertipikatpenggantihakatastanahsamakedudukannya sepertihalnya sertipikatasli.Apabilasuatubidang tanahtelahdimintakanpenerbitan sertipikatpenggantimakasecarayuridissertipikatasliyang dikeluarkan sebelumnyamenjaditidakberlakukarena sudahditerbitkansertipikat pengganti oleh Badan Pertanahan Nasional.
Implikasi hukum dari adanyapenerbitan sertipikat atas tanah dapat dikaitkan dengan:Pertama,Penerbitansertipikat, pendaftaran atas tanah melaluipendaftarantanahsecara sistematikdanpendaftaranatastanahsecara sporadik dapat menghasilkan suatu sertipikat sebagai tanda bukti hakatas tanahyang telahditerbitkanolehinstansiKantorPertanahanKabupatendan atau KantorPertanahanKota.Kedua,Jaminankepastianhukum,pendaftaran tanahbertujuanuntukmemberikanjaminan kepastianhukumbagisipemilik tanah atau pemeganghak atastanah.Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakanbahwaruang lingkupdarijaminankepastianhukummeliputi: kepastian hak atas tanah;Kepastian subyek hak atas tanah; Kepastian obyek hak atas tanah.Ketiga, Jaminan perlindunganhukum, pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemilik tanahatau pemegang hakatastanah.Pemiliktanahataupemeganghakatastanahakan mendapatkan rasa aman,tenang, nyaman, dan tidak mendapatkangangguan ataugugatandari pihaklain.Keempat, Penyelesaian sengketa tata usaha negara,sertipikathakatastanahyangditandatanganiolehKepalaKantor Pertanahan Kabupatendan atau Kota merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).Apabilaterdapatcacatyuridisdidalampenerbitansertipikat hakatastanah,makapihakyang dirugikandapatmengajukangugatanke PengadilanTataUsahaNegarauntukpenyelesaiansengketa.Kelima,
Menurut  LindaS.M.Sahono (2012) penyelesaiansengketa perdata, apabila di dalam penerbitansertipikathakatas tanah terdapat suatu cacat prosedur maupunterdapat perbuatanyang melanggar hukum, maka pihak-pihakyang merasadirugikanatas diterbitkannyasertipikat hakatas tanah dapatmengajukangugatanke PengadilanNegeriyang wilayahkerjanyameliputi letak tanahyang bersangkutan.Penyelesaiansengketaperdataatasterbitnyasuatusertipikat hak atas tanah berpedoman padaBurgerlijkWetboekatauBW.Keenam, Penyelesaian perkara pidana, apabiladalam penerbitan sertipikat hak atas tanahterdapattindakpidana olehseseorang,misalnyaadaunsurpenipuan, penyerobotan,keteranganpalsu,makapihakyangdirugikandapat melaporkanadanyatindak pidana ke kepolisian setempat.Penyelesaian perkarapidanaatasditerbitkannyasertipikathakatastanahberpedomanpada Kitab Undang-UndangHukum Pidana(KUHP).
Padadasarnyasertipikatasliyang dikeluarkanolehKantorPertanahan untukpertamakalidengansertipikatpengganti hak atas tanah,yang dipegang oleh pemilik hak atas tanah, sama-sama mempunyai kekuatan hukumyang samaataukekuatanhukumyang tetap.HalinidiaturdalamUndang-Undang Nomor5Tahun1960Tentang PeraturanDasarPokok-PokokAgrariadan PeraturanPemerintahNomor24Tahun1997tentangpendaftarantanahPasal 32 ayat (1).
Suatubidang tanahtelahdimintakanpenerbitansertipikatpengganti hakatastanahmakaakandilakukanpembatalansertipikatpertamadari bidangtanahyangtelahditerbitkansebelumnya.Halinidilakukanuntuk menjagakemungkinandisalahgunakansertipikattanahterdahuluoleh pihak lainyangdapat merugikan pemeganghak.
Secaraumumperlindunganhukumterhadappemegangsertipikat penggantihakatastanahpadadasarnyasamadenganperlindunganhukum hakatastanahpadaumumnyayang manasertipikattersebut sama-sama merupakansurat-suratbuktihak,yang berlakusebagaialatpembuktianyang kuat.
Bagipemegang sertipikathakatastanahmaupunpemegang sertipikat pengganti hak atas tanah jelas mempunyai perlindunganataupun kepastian hukumyang tetap, karenadidalampemilikansuatuhakatastanahakanada suatusurat-suratbuktihakyaituberupa sertipikat,begitujugadengan pemegang sertipikatpenggantihakatastanah.Perlindunganhukumterhadap pemegangsertipikathakatastanahdanpemegangsertipikatpenggantihak atas tanah diwilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, telah sesuaidenganperundang-undanganyang berlakudiIndonesia,yaitusalah satunya diadakan pendaftaran tanah oleh Kantor PertanahanKabupaten Sukoharjoyaitu untukmenjamin kepastian hukum bagipemeganghakatas tanah,yangakanmenerimasertipikathakatastanahsebagaibukti kepemilikan hak.
Berdasarkan hasil penelitian bahwasurat-surat tanda bukti hak berlaku sebagaialatpembuktian,keterangan-keteranganyang dianggapbenarselama dansepanjang tidakadapembuktianlainyangmembuktikansebaliknya. ApabilaterjadisengketaagarpemeganghakatastanahmakaPengadilan Negeriyang memutuskanalatpembuktianyangbenardanakandilakukan pembatalan terhadap sertipikat hak atas tanahyangdianggap tidak benar.
Jaminan kepastian atau perlindunganhukumbagipemilikhakatas tanahsangateratkaitannyadengansistempublikasiyangdianutoleh Undang-UndangPokokAgrariaIndonesia,yaitusistempublikasinegatif yang mengandung unsurpositif,karenasistemnyabukannegatifmurni, sebagaimanadisebutkandalamPasal19 ayat(2)huruf c,bahwapendaftaran hakatastanahakanmenghasilkansurat-surattandabuktihak,yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat.
Berdasarkansistempublikasinegatifmengandung unsurpositif tersebutmakajaminankepastianhukummasih mempertimbangkanadanya ketentuanbahwa pemeganghakmasihdapatmempertahankanhakatas gugatan dari pihak lain apabila gugatan tersebut tidak terbukti, dan sebaliknya bagipihakyangmenggugatdapatmempunyaihakatastanahtersebutapabila gugatantersebutberalasandanpihakpengadilanmemutuskanbahwatanah tersebut terbukti milik Penggugat.
Meskipunsistempublikasiyang digunakanadalahsistempublikasi negatiftetapisegala kegiatanyang dilaksanakanmengenai pembuatanalat buktiatausertipikathakatastanah, KantorPertanahanKabupatenSukoharjo melakukankegiatannyasecaraseksamadanditeliti,agardatayang disajikan sejauhmungkinakandapatdipertanggung jawabkankebenarannyamenggugat punbisamempunyaihakatastanahtersebutasalkangugatannyaberalasan danpihakpengadilanmemutuskanbahwa tanahtersebutterbuktimilik Penggugat.Sistempublikasiyangdigunakanadalahsistempublikasinegatif tetapisegalakegiatanyang dilaksanakanmengenaipembuatansertipikathak atas tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo melakukan kegiatannya secaraseksamadanditeliti,agardatayang disajikansejauhmungkinakan dapatdipertanggungjawabkankebenarannya.Selain itu,dapatdisimpulkan bahwa pada umumnyamasyarakatKabupatenSukoharjomenyadari akan pentingnya sertipikathakatastanah,sehinggaKantorPertanahanKabupaten Sukoharjodenganmudahuntukmenciptakantertibadministrasidibidang pertanahan.

D. Simpulan 
1. Faktor yang menyebabkan terjadinya atau kemunculan nomor hak sertipikat yang sama tersebut, disebabkan karena tidak atau kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian pada dasarnya harus dilaksanakan oleh setiap Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat tanah, karena sebelum sertipikat tanah diterbitkan harus didaftarkan dulu hak atas tanah tersebut, melalui pendaftaran tanah, maka dilakukan prosedur penerbitan sertipikat. Permohonan penerbitan sertifikat pengganti karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan segala pertimbangan akan menerbitkan sertifikat pengganti dengan membuat buku tanah baru untuk sertipikat dengan tahun penerbitan yang lebih muda.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti karena karenapenulisan nomor hak sertifikat yang sama di KantorPertanahanKabupatenSukoharjoyang telahditerbitkan samadenganperlindunganhukumterhadap pemegang sertifikathakatas tanahpadaumumnya.Padadasarnya sertifikattanahmerupakanalatbukti yangkuat, yangmemberikankepastian danperlindungan hukumbagi pemiliknya.Karenasetelahterbitnya sertifikatpenggantikarenapenulisan nomor hak sertifikat yang sama, makadilakukanpembatalanterhadapsertifikatyang karenapenulisan nomor hak sertifikat yang sama dengan salah satunya mencoret dan menggantinya dengan nomor yang baru. 

E. Saran 
1. Hendaknya pejabat Kantor Pertanahan lebih meningkatkan upaya pencegahan penerbitan sertipikat dengan nomor hak sertifikat yang sama dengan melakukan pendaftaran tanah dengan lebih teliti, cermat dan seksama terutama pada saat melakukan pendokumentasian.
2. Hendaknya dalam pendaftaran tanah menggunakan sistem publikasi positif sehingga pemegang hak atas tanah benar-benar mendapat perlindungan yang mutlak atas kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah tersebut untuk dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Zulyadain, 2009. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadic di Desa Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Sleman, Skripsi disampaikan di Fak. Hukum UII, Yogyakarta
Arianto, Tjahjo, 2010, Problematika Hukum Terbitnya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah, Surabaya: Ringkasan Disertai PPS Universitas 17 Agustus 1954
Hasan Basri, Nata Menggala dan Sarjita, 2005. Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah, Yogyakarta ; Tugujogja, 
Hutagalung, Arie. S, 2005, Perlindungan Kepemilikan Tanah Dari Sengketa Menurut Hukum Tanah Nasional dalam Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia 
Lexy Maleong, 2006. Metode Penelitian Kwalitatif,Edisi Revisi,PT.Remaja Rosdakarya Bandung
LindaS.M.Sahono.2012.Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah DanImplikasiHukumnya.Perspektif.VolumeXVIINo.2Tahun2012Edisi Mei
RSoehadi.1997.TanyaJawabHukumAgraria.Surabaya:Karya Anda
S.Chandra, 2005. Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan) Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
Soerjono Sukanto, Metode Penelitian Hukum,UI Press Jakarta




172

